
 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR    7   TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT 

DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat  dan mensinergikan tindakan 

dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna 

meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan 

beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit 

serta meningkatkan kesehatan perlu dilaksanakan dalam 

bentuk gerakan masyarakat hidup sehat; 

  b. bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki 

Pengaturan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di 

Kabupaten Kuantan Singingi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 

  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten  Pelalawan Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

SALINAN 



Perubahan Ketiga atas Undang-Undang  Nomor 53 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Kabupaten  Pelalawanm 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran 

Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4880); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5059); 

  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5036); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimanatelah diubah beberapakali dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6322); 



  10. Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

  11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat; 

  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita 

Negara Tahun 2016 Nomor 1475) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Tahun 2019 Nomor 157); 

  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1475); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Nomor 4); 

  16. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 26 Tahun 2016 

tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, da Tata Kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi; 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG 

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN 

KUANTAN  SINGINGI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi 



dan tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat/tempat yang digunakan untuk 

penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, 

kuratif maupun rehabilitatif yang di lakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan/atau masyarakat. 

8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah gerakan bersama yang 

memiliki beberapa tujuan mulai menurunkan beban penyakit menular dan 

penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan, 

menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas, menurunkan beban 

pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan 

pengeluaran kesehatan. 

9. Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan  atau 

area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk 

tembakau. 

10. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah suatu  

bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk 

penghijauan tanaman. 

11. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan 

kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. 

12. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap 

suatu masalah kesehatan/penyakit. 

 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi 

Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam 

melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan 



dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna 

meningkatkan  produktivitas penduduk dan menurunkan beban 

pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.  

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah  meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam 

upaya meningkatkan kualitas hidup agar : 

a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup 

sehat; 

b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan 

c. mengurangi beban biaya kesehatan. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah : 

a. peningkatan aktivitas fisik; 

b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 

c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; 

d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; 

e. peningkatan kualitas lingkungan; dan 

f. pengingkatan edukasi hidup sehat. 

 

Pasal 4 

Bentuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah : 

a. penyediaan lapangan Bola/Olahraga di Desa/Kelurahan,  Kawasan bebas 

kendaraan bermotor (Car Free Day), jalur sepeda, jalur pejalan kaki yang 

representatif dan aman; 

b. olahraga rutin di instansi pemerintah maupun swasta dan lain sebagainya; 

c. penyediaan Ruang Terbuka Hijau di ruang publik, Kebijakan Kantor 

Terbuka Hijau (KTH), penghijauan dan lain sebagainya; 

d. pemanfaatan pekarangan untuk tanaman sayur dan buah, gemar makan 

ikan, kampanye makan sehat bergizi dan lain sebagainya. 

 

BAB III 

TUGAS PIMPINAN TERKAIT 

Pasal 5 

(1) Sekretaris Daerah, bertugas : 

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam 

pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 



(2) Kepala Dinas Kesehatan, bertugas : 

a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta 

meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan 

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); 

b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air 

Susu Ibu (ASI) ekslusif, serta aktivitas fisik; dan 

c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas; 

(3) Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, bertugas : 

a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi 

penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan 

fasilitas sarana olahraga masyarakat 

b. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong 

sekolah sebagai (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak; 

c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan 

pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan 

sarana sanitasi sekolah; dan 

d. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat. 

(4) Kepala Kantor Urusan Agama, bertugas : 

a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong 

perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta 

mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; 

b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan 

Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah 

Anak; dan 

c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan 

penyediaan sarana sanitasi madrasah. 

(5) Kepala Dinas Pertanian, bertugas : 

a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki 

kandungan pestisida berbahaya; dan 

b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong 

pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah. 

(6) Kepala Dinas Perikanan dan Tanaman Pangan, bertugas : 

a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan 

Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan ) pada masyarakat; dan 

b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. 

(7) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang bertugas : 

a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan 

permukiman dan sarana fasilitas umum; 



b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan 

ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan 

c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas 

umum. 

(8) Kepala Dinas Perhubungan, bertugas : 

a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan 

nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan 

b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk 

penyediaan “park and ride” untuk meningkatkan aktivitas fisik 

masyarakat. 

(9) Kepala Dinas Lingkungan Hidup , bertugas : 

a. mengendalikan pencemaran badan air, 

b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan 

berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan; 

c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank 

sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan  

d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam 

menjaga kualitas lingkungan. 

(10) Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan Perindustrian, bertugas : 

a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk 

tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering 

disalahgunakan dalam pangan; dan 

b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur 

dan buah produksi dalam negeri. 

(11) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, bertugas  melakukan    

penyebarluasan informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih 

dan sehat 

(12) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, bertugas :  

a. melakukan promosi untuk menggerakan partisipasi kaum perempuan 

dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) ; 

dan 

b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak. 

(13) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang, bertugasmelaksanakan 

koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 

(14) Camat se-Kabupaten Kuantan Singingi, bertugas : 

a. menyusun dan menetapkan kebijakan kecamatan yang diperlukan  

untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya; 



b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi 

pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat diwilayahnya; dan 

c. melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada 

Bupati. 

(15) Lurah/ Kepala Desa, bertugas : 

a. menyusun dan menetapkan kebijakan kampung yang diperlukan 

untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya; 

b. menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang 

terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur 

sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman; 

c. melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk 

menanam sayur dan buah; 

d. melaksanakan kebijakan KTR; 

e. melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah; dan 

f. melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada 

Camat; 

 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan   

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa/Kelurahan. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat. 

(3)   Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

dilakukan melalui : 

a. sosialiasi dan koordinasi; 

b. pemberian pedoman; 

c. konsultasi; 

d. monitoring dan evaluasi; dan 

e. pemberian penghargaan. 

 

Pasal 7 

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 



BAB V 

PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

  Ditetapkan di  Teluk  Kuantan                     

          pada  tanggal 11 Februari 2020       

BUPATI KUANTAN SINGINGI 

 

ttd 

 

H. M U R S I N I 

 

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal 11 Februari 2020        

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

ttd 

 

H. DIANTO MAMPANINI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 7 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

SURIYANTO, SH., MH 

Pembina 

NIP. 19730603 200701 1 007 

 


